BAB I1

ISU IMIGRAN ILEGAL DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Persoalan imigran ilegal di Indonesia bukanlah suatu perkara yang mudah. Perpindahan
manusia antarnegara pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan yang bersifat tradisional, dimana
perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik di
negara tujuan. Namun hadirnya negara-negara bangsa yang memiliki kedaulatan atas suatu wilayah
mengakibatkan arus migrasi tradisional ini sedikit terhambat. Negara mengharuskan arus imigrasi
memakai pola legal. Sayangnya, melakukan imigrasi secara legal tidaklah mudah. Hambatan-
hambatan yang dihadapi para imigran seperti keterbatasan ekonomi, tidak dapat memenuhi persyaratan
untuk melakukan imigrasi legal atau mengurus dokumen perjalanan yang sah, serta ketidakbersediaan
negara tujuan menerima aplikasi imigran untuk dapat diterima menjadi imigran resmi, mendorong
munculnya keterlibatan kelompok kejahatan lintas negara yang berupaya mengembangkan pola
imigrasi ilegal.

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai definisi imigran, sejarah kemunculan
imigran ilegal di Indonesia, menguraikan beberapa kasus imigran ilegal di Indonesia dengan
menyajikan data-data yang didapatkan oleh penulis dari berbagai sumber, serta menjelaskan
faktor-faktor pendorong para imigran illegal dari berbagai negara yang menjadikan Indonesia

sebagai negara transit maupun negara tujuan.

A. Definisi Imigran
Menurut (The American Heritage) pengertian imigran adalah seseorang yang meninggalkan
suatu negara untuk bertempat tinggal secara permanen atau menetap ke negara lain

“A person who leaves one country to settle permanently in another”



Sementara menurut, Oxford Dictionary of Law, imigran diartikan sebagai,

‘... I8 the act of entering a country other than one’s native country with the intention of
living there permanently.”

Pengertian tersebut dimaknai bahwa peristiwa imigrasi yang dilakukan oleh para imigran
dilihat dari adanya tujuan atau upaya para pelaku migrasi untuk tinggal menetap di negara tujuan.

Secara garis besar, berdasarkan pengertian-pengertian di atas menunjukkan bahwa imigran
adalah individu atau sekelompok individu yang melakukan perpindahan dari negaranya
(wilayahnya) menuju negara (wilayah) lain dengan tujuan tertentu yang mendorong individu
melakukan migrasi untuk tinggal menetap diwilayah yang dituju.

Imigran ini dikelompokkan menjadi dua yaitu, imigran legal dan imigran ilegal. Menurut
(Hanson, 2007), Imigran llegal diartikan sebagai usaha seseorang atau sekelompok individu untuk
memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran ilegal atau imigran ilegal dapat pula diartikan sebagai
usaha seseorang atau sekelompok individu untuk menetap di suatu wilayah namun melebihi batas
waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah
secara sah.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa imigran legal adalah sebutan bagi mereka yang
melakukan aktifitas imigrasi dengan membawa dokumen perjalanan yang sah, sementara imigran
ilegal adalah sebutan bagi mereka yang melakukan aktifitas imigrasi namun tidak membawa
dokumen perjalanan yang sah ataupun dengan dokumen perjalanan yang sah tetapi dokumen ijin

tinggal di negara yang dimasuki telah melampaui batas.

B. Sejarah Imigran llegal di Indonesia



Pada dasarnya, imigran ilegal bukanlah suatu persoalan baru bagi negara dengan wilayah
kepulauan terbesar ini. Imigran ilegal sejatinya telah ada semenjak jaman kolonial Belanda di
Indonesia. Namun, kehadiran para imigran ilegal di Indonesia di era kolonial sejatinya disebabkan
karena kebijakan elit Belanda dimasa ini lebih “ramah” terhadap imigran. Hal ini dikarenakan
adanya penerapan kebijakan “opendoor policy” atau politik terbuka bagi para imigran ilegal (orang
asing khususnya) untuk masuk dan tinggal menetap di Indonesia.

Di era pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia juga pernah menghadapi persoalan
imigran ilegal asal negara tetangga yaitu Vietnam. Dikarenakan Indonesia bukanlah negara
peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, maka Indonesia hanya mengenal istilah imigran ilegal
terhadap para pengungsi atau pencari suaka yang masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia. Namun,
dalam persoalan imigran ilegal asal Vietnam, UNHCR lembaga dibawah Persatuan Bangsa-
Bangsa, memberikan status pengungsi bagi imigran ilegal asal Vietnam yang melarikan diri dari
negaranya guna melindungi keselamatan dirinya.

Indonesia pada tahun 1977 pernah menampung para pengungsi yang masuk secara ilegal ke
wilayah kedaulatan Indonesia asal Vietnam atau biasa disebut dengan sebutan manusia perahu.
Masuknya pengungsi asal Vietnam ke Indonesia merupakan dampak dari adanya perang di
Vietnam. Perang yang terjadi telah menimbulkan berbagai bentuk penindasan seperti kerusakan,
penderitaan serta memakan banyak korban jiwa, hal inilah yang kemudian melatarbelakangi
imigran ilegal atau pengungsi asal Vietnam masuk ke Indonesia guna mencari perlindungan di
negara-negara yang dipandang aman, khususnya negara-negara tetangga.

Sebagai negara bukan anggota peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia
sesungguhnya tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi asal Vietnam. Namun

dalam permasalahan imigran ilegal asal Vietnam, pemerintah Indonesia mengedapankan asas



kemanusiaan yang kemudian Indonesia bersedia untuk menampung imigran ilegal yang datang.
Kapal pertama pengungsi Vietnam yang masuk ke Indonesia berisikan 75 pengungsi. Setelah itu,
mendorong terjadinya ekosdus pengungsi asal Vietnam ke Kepulauan Riau yang meminta
pertolongan masyarakat setempat. Ketika jumlah pengungsi yang datang ke Indonesia semakin
membludak jumlahnya, pemerintah Indonesia kemudian meminta bantuan kepada Perserikatan
Bangsa-Bangsa. Indonesia kemudian diminta oleh UNHCR untuk menyediakan lokasi sementara
bagi para pengungsi. (Post Metro, 2016)

Pulau Galang, Kepualauan Riau, kemudian dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk
dijadikan tempat penampungan sementara para pengungsi asal Vietnam. Pengungsi asal Vietnam
ditampung di pulau Galang semenjak tahun 1979 hingga tahun 1996, hingga akhirnya para
pengungsi ini mendapatkan suaka di negara-negara ketiga yang mau menerima para pengungsi
ataupun pemulangan pengungsi ke negara asalnya, Vietnam. (Zulivan, 2017)

Tidak hanya persoalan pengungsi asal Vietnam, Kkini Indonesia bersama negara anggota
ASEAN lainnya tengah disibukkan dengan permasalahan imigran ilegal yang masuk ke negaranya
dengan berbagai faktor pendorong para imigran melakukan kegiatan migrasi. Maraknya kasus
imigran ilegal yang masuk ke Indonesia, memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan politik,
sosial budaya serta ekonomi. Hal ini kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk
menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya penanganan keluar-masuknya orang asing di
Indonesia. Badan atau lembaga yang memiliki wewenang dalam mengawasi keluar masuknya
orang asing di Indonesia adalah Badan Keimigrasian Indonesia.

Masuknya ribuan imigran ilegal ke Indonesia dari berbagai wilayah, didasarkan pada alasan
maupun faktor-faktor pendorong terjadinya peristiwa migrasi. Imigran lIlegal yang menjadikan

Indonesia sebagai negara transit datang dari berbagai macam negara dan kawasan. Mayoritas



imigran ilegal ini berasal dari kawasan Timur Tengah dan kawasan Asia, seperti Irak, Afghanistan,

Burma (etnis Rohingya), dan China.

Tabel 2.1.
Data Imigran llegal di Indonesia Tahun 2008-2014

No. Tahun Jumlah Imigran
1. 2008 389 imigran

2. 2009 3.230 imigran
3. 2010 3.905 imigran
4, 2011 4052 imigran
5. 2012 5.732 imigran

Sumber : UNHCR Indonesia

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah imigran ilegal di Indonesia terus
mengalami pertambahan. Bahkan pada tahun 2009, jumlah imigran ilegal yang masuk ke
Indonesia mengalami peningkatan jumlah sebesar sepuluh kali lipat dari jumlah imigran ilegal

pada tahun 2008.

Faktor pendorong terbesar peristiwa migrasi yang dilakukan para imigran ilegal ke
Indonesia, dikarenakan adanya peristiwa konflik maupun perang yang terjadi di negaranya.
Dampak dari adanya konflik dan perang ini mengakibatkan para imigran ini kehilangan tempat
tinggal dan pekerjaan, serta adanya rasa takut atas diskriminasi serta persekusi di negaranya

sendiri.



Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya proses migrasi,
dikarenakan migrasi karena alasan ekonomi memberikan kesempatan para migran untuk
memperoleh pendapatan, pekerjaan, dan alasan lainnya yang lebih baik. (Nasution, 1999) Faktor
ekonomi juga merupakan salah satu faktor pendorong migrasi para imigran ilegal yang masuk ke
Indonesia. Kondisi perekonomian negara yang tidak stabil atau tengah mengalami krisis ekonomi
sehingga menyebabkan terbatasnya lapangan kerja. Kondisi perekonomian negara yang tidak
stabil kemudian mendorong para penduduk di negara tersebut untuk melakukan migrasi dengan
menjadi imigran ilegal. (Riskianingrum, Gusnelly, Mulyasari, & Sari, 2014) Serta adanya
kebijakan pemerintah Indonesia yang memberlakukan kebijakan Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) serta Penanaman Modal Asing (PMA) guna mendukung pemerintah dalam upaya
pembangunan nasional, telah menjadi salah satu faktor yang mendorong masuknya imigran ilegal

di wilayah Indonesia.

Berbeda dengan masa lalu kondisi ketika Perang Dunia I1, kini para imigran didominasi dari
negara-negara Timur Tengah seperti Afghanistan, Irak, Sri Lanka, Myanmar, dan beberapa negara

lainnya.

Tabel 2.2.

Data Imigran llegal di Indonesia pada Tahun 2009

No. | Negara Asal Imigran Faktor Pendorong Jumlah Imigran
1 Afghanistan Keamanan 1.145
2 Irak Keamanan 102
3 Sri Lanka Keamanan 983
4 Myanmar Keamanan 204

Sumber : UNHCR Indonesia dan telah diolah oleh penulis



C. Perkembangan Imigran llegal di Indonesia
1. Serangkaian Persoalan Imigran llegal di Indonesia

Tabel 2.3
Jumlah Imigran llegal di Indonesia

Tahun Jumlah Imigran llegal di Indonesia
2012 5.732
2011 4.052
2010 3.905
2009 3.230
2008 389

Sumber : Jurnal Lemhannas RI

Berdasarkan tabel 2.3 menunjukkan bahwa jumlah imigran ilegal yang ada di Indonesia terus
mengalami kecenderungan pertambahan jumlah sejak dari tahun 2008. Direktur Jenderal Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Muhammad Indra, mengungkapkan bahwa jumlah
imigran ilegal yang masuk ke Indonesia sejak tahun 2008 mengalami peningkatan secara
signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dikapitulasikan secara menyeluruh dalam
periode Mei-Desember 2008, pendatang ilegal yang masuk ke Indonesia mencapai sekitar 100-an
orang dan kemudian dalam periode Januari-April 2009, jumlahnya menjadi 600-an orang.

(Priyambodo, 2010)



Maraknya kasus imigran ilegal serta penyelundupan manusia mengakibatkan Indonesia
seringkali disebut sebagai negara transit bagi imigran ilegal atau ilegal yang berkeinginan masuk
ke Australia. Wilayah perairan Indonesia yang luas, seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku
penyelundupan manusia (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2013). Dalam persoalan imigran ilegal di
Indonesia, penduduk Indonesia pada umumnya cenderung terlibat sebagai pihak yang membantu
mengirimkan imigran ilegal ke negara ketiga untuk memperoleh uang. Seperti pada kasus
terlibatnya lima anggota TNI dalam kegiatan penyelundupan imigran ilegal di Trenggalek
(Kompas, 2012) . Sebagian besar imigran ilegal di Indonesia berasal dari negara Myanmar,
Srilanka, Afghanistan, Irak. Berikut gambar yang menjelaskan proporsi jumlah imigran ilegal di

Indonesia.
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Sumber : Jurnal Lemhannas RI

Gambar 2.1
Proporsi Asal Imigran llegal di Indonesia

Wilayah-wilayah terpencil di Indonesia menjadi salah satu celah yang sering digunakan para
imigran ilegal dan pelaku penyelundupan manusia, guna menyalurkan para imigran ilegal ke
negara-negara ketiga yang hendak dituju para imigran ilegal, terutama Australia yang memiliki
wilayah berdekatan dengan Indonesia. Cisarua, Bogor merupakan salah satu lokasi tunggu bagi

para imigran ilegal yang hendak menuju ke Australia dan dijadikan tempat persembunyian hingga



para imigran ilegal disalurkan oleh para penyelundup. Ada ribuan imigran ilegal asal berbagali
negara dapat dijumpai di lokasi ini.

Tidak hanya wilayah-wilayah terpencil Indonesia yang menjadi lokasi persembunyian para
imigran ilegal, kota besar seperti Makassar turut menjadi tempat persembunyian para imigran
ilegal. Pada tanggal 31 Oktober 2012, Petugas imigrasi Makassar mengamankan 20 warga Iran
yang diduga sebagai imigran ilegal, di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Para imigran
ilegal asal Iran ini menggunakan jalur udara dari Kota Jakarta ke Makassar dengan menumpangi
pesawat Lion Air jenis JT-784. (Kompas, 2012) Surabaya, satu diantar kota-kota besar di
Indonesia juga turut menjadi salah satu lokasi transit bagi para imigran ilegal yang hendak

melakukan penyebrangan ke negara Australia.

Faktor yang mendorong tidak teratasinya persoalan imigran ilegal di Indonesia disebabkan
para imigran ilegal ini menyatakan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka. Para imigran ilegal
memanfaatkan kondisi Indonesia yang tidak memiliki spektrum hukum yang jelas dalam
penanganan isu imigran ilegal, sebagai konsekuensi Indonesia bukan negara anggota peratifikasi
Konvensi Pengungsi 1951, tetapi Indonesia merupakan negara anggota peratifikasi Konvensi
Wina (Vienna Declaration and Program of Action of The World Conference on Human Right),
dimana salah satu asas yang ada dalam konvensi ini yaitu, tidak memperbolehkan adanya
penolakan negara terhadap para korban perang (non-refoulment) (Hans, 2015). Sehingga,
meskipun Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menangani permasalahan imigran ilegal yang
masuk di wilayah kedaulatan Indonesia , Indonesia secara tidak langsung memiliki kewajiban
untuk turut ambil peran terhadap permasalahan imigran ilegal, dengan mempertimbangkan aspek

Hak Asasi Manusia (HAM) para imigran ilegal. Persoalan imigran ilegal ini kemudian


http://indeks.kompas.com/tag/lion.air

menimbulkan dilema tersendiri bagi Indonesia yang diharuskan untuk lebih mengutamakan asas
kemanusiaan.

Di sisi lain pemerintah Indonesia dinilai belum mampu menyelesaikan permasalahan
imigran ilegal dikarenakan Indonesia belum memiliki spektrum hukum yang jelas terkait upaya
penanganan dan upaya penetuan status para imigran ilegal. Hal ini merupakan konsekuensi
Indonesia sebagai negara bukan anggota peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Akibatnya,
Indonesia hanya mengenal istilah imigran ilegal (illegal imigrant) berdasarkan hukum dalam
imigrasi di Indonesia. Sehingga dalam menentukan status imigran ilegal sebagai pengungsi,
Indonesia melimpahkan tugas tersebut kepada UNHCR sebagai lembaga dibawah PBB yang

memiliki tugas untuk mengurusi permasalahan terkait pengungsi.

2. Negara-Negara Asal Imigran llegal di Indonesia
a. Afghanistan

Berbagai perang dan konflik berkepanjangan yang terjadi di Afghanistan,
telah menyebabkan ribuan nyawa yang hilang, termasuk masyarakat sipil yang
notabenenya tidak bersalah dan terlibat dalam peperangan.

Kudeta militer guna menggulingkan pemerintah yang berkuasa terjadi
berulang kali di negara ini. Akhir tahun 1979, Uni Soviet melakukan invasi ke
Afghanistan yang menyebabkan rakyat Afghanistan turut andil melawan Uni
Soviet. Invasi Uni Soviet merupakan awal kemunculan dari perang saudara di
Afghanistan dan hingga sampai 2016 terus berlanjut. (Rahman, 2002)

Pada tahun 1994, kekacauan politik di Afghanistan memicu lahirnya

gerakan Taliban. Taliban muncul, kemudian berkuasa di Afghanistan selama



lima tahun, hingga terjadi peristiwa pemboman di New York dan Washington
pada 11 September 2001 atau yang dikenal dengan tragedi 911.

Bagi pemerintahan Amerika Serikat, Osama Bin Laden, pemimpin gerakan
Al Qaeda dianggap sebagai dalang peristiwa pemboman tersebut. Amerika
Serikat, dibawah pemerintahan George Jr. W. Bush, berharap pemerintah
Taliban mau bekerjasama untuk menyerahkan Osama kepada Amerika
Serikat. Namun Taliban menolak untuk menyerahkan Osama Bin Laden,
pemimpin Al Qaeda, kepada pemerintan AS untuk diadili. Penolakan
pemerintah Taliban inilah yang merupakan cikal bakal dari penggempuran AS
terhadap Afghanistan yang kemudian menggulingkan Taliban dari tampuk
kekuasaan di Afghanistan.

Berakhirnya rezim kekuasaan Taliban, bukanlah akhir dari pergolakan yang
terjadi di negara tersebut. Namun, perang dan konflik antar etnis masih terjadi.
Konflik etnis antara etnis Hazara dan etnis Pashtun merupakan salah satu
contoh konflik etnis yang masih terjadi di Afghanistan.

Kondisi perekonomian Afghanistan yang masuk kedalam daftar negara
miskin, dikarenakan perekonomian negara ini dialihkan guna mendanai biaya
perang, hingga untuk mendapatkan biaya kebutuhan hidup yang layak,
penduduk Afghanistan memutuskan bergabung dalam militer. Dikarenakan,
perekonomian negara yang difokuskan untuk biaya perang, Afghanistan tidak
memiliki banyak lapangan pekerjaan hingga mendorong, terjadinya tingkat

kriminalitas yang tinggi seperti kegiatan produksi dan penjualan narkotika.



Disamping itu, konflik di Afghanistan banyak memberikan kerugian-
kerugian bagi masyarakat sipil, seperti rusaknya tempat tinggal, infrastruktur,
fasilitas-fasilitas umum, serta industri-industri baik berskala besar maupun
kecil. Penegakkan HAM (Hak Asasi Manusia) yang masih buruk di
Afghanistan juga turut memperparah kondisi perpolitikan di negara ini.

Adanya pergolakan di Afghanistan telah membatasi kebebesan penegakkan
HAM. Masyarakat sipil pergerakannya dalam politik dibatasi, pekerja anak
terus berlanjut. Berbagai macam permasalahan yang terjadi di Afghanistan
inilah yang kemudian mendorong masyarakatnya untuk melakukan migrasi ke
negara-negara lain guna mendapatkan perlindungan ataupun untuk mencari
sumber kehidupan yang lebih layak.

Irak

Pada tanggal 19 Maret 2003, Amerika Serikat yang didukung oleh
sekutunya melaksanakan operasi pembebasan Irak atau yang biasa disebut
“Operation Iraqi Freedom”. Operasi ini dilaksanakan ketika ultimatum
Presiden AS George W. Bush yang memerintahkan Saddam (Presiden Irak)
untuk meninggalkan Irak tidak diindahkan oleh Saddam. Operasi yang
dilakukan oleh AS ini banyak menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk
kecaman dari Kofi Annan, selaku Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) dan mantan Sekretaris Jenderal PBB Boutros-Ghali secara
terang-terangan menyatakan bahwa perang tersebut melanggar hukum

internasional, serta melanggar piagam PBB (Kuncahyono, 2004)



Donald Rumsfeld, menteri pertahanan AS mengatakan bahwa invasi milter
dilakukan dengan tujuan mengakhiri pemerintahan Saddam Husein dan
mendorong kehidupan politik Irak untuk bertransisi kea rah demokrasi.
Setelah tragedi 9 September, Amerika Serikat dibawah pemerintahan Bush,
gencar melakukan kampanye anti-terorisme. Irak merupakan korban kedua
(setelah Afghanistan) yang diduga dan dianggap memiliki senjata
pemusnahan massal serta dugaan bahwa Irak mendukung gerakan Al-Qaeda.
Oleh karena alasan tersebut, dunia melumrahkan invasi yang dilakukan oleh
AS beserta sekutunya kepada Irak dengan tujuan untuk menggulingkan
pemerintahan Saddam dan mendirikan negara dengan sistem demokratis di
bumi Irak.

Invasi militer yang dilakukan olen AS beserta sekutunya tidak hanya
menimbulkan korban bagi kedua belah pihak yang terlibat perang, tetapi juga
memakan korban dari penduduk sipil di Irak yang tidak bersalah. Perang telah
membawa kesengsaraan bagi rakyat Irak. Menurut The Irag Body Count,
jumlah korban dari penduduk sipil Irak tercatat sebanyak 16.352 jiwa
(Kuncahyono, 2004).

Pada tanggal 9 April 2003, Baghdad resmi jatuh yang menandakan
berakhirnya rezim Saddam Husein. Sayangnya, sekalipun rezim Saddam telah
porak-poranda, bukanlah suatu pertanda guna menjamin kondisi Irak yang
bebas dari perang atau dalam kondisi damai. Jatuhnya Baghdad dan
berakhirnya rezim Saddam menyebabkan Baghdad menjadi kota tanpa aturan.

Penjarahan terjadi dimana-mana, bermunculannya kelompok-kelompok



bersenjata yang kemudian menyerang penduduk dengan segala cara termasuk
bom bunuh diri

(Kuncahyono, 2004) menggambarkan kondisi Irak setelah perang. Perang
telah memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan di Irak. Kehidupan
masyarakat yang berantakan, kriminalitas yang terjadi dimana-mana, serta
perang telah membuat kota-kota suci kaum Syiah-Karbala, Kufa, dan Najaf
harus berlumuran darah. Bahkan perang telah melahirkan perpecahan
dikalangan kaum Syiah. Bermunculannya kelompok bersenjata di seluruh
penjuru negeri Irak serta aksi perlawanan penduduk Irak terhadap
pemerintahan pendudukan sementara Irak yang terjadi setiap hari telah
menyebabkan kehidupan di Irak hancur berantakan.

Dikarenakan kondisi perang dan berbagai macam permasalahan lainnya di
Irak yang tidak menunjukan akhir dari perang, telah mendorong penduduk
Irak untuk melakukan migrasi dari negaranya ke negara-negara lain guna
melindungi  keselamatan diri mereka. Hal inilah yang kemudian
melatarbelakangi penduduk Irak bermigrasi ke negara-negara lain.

Kondisi negara yang tengah berkonflik, menyebabkan sulitnya akses untuk
memproses perolehan ijin (visa perjalanan) ke negara-negara tujuan secara
resmi (legal) telah mendorong para penduduk Irak untuk tetap melakukan
migrasi sekalipun dengan jalur ilegal (imigran ilegal) guna melindungi diri
dari bahaya di negaranya. Indonesia merupakan satu dari sekian banyaknya
negara yang dipilih masyarakat Irak untuk dijadikan sebagai negara transit ke

dunia ketiga (penampung pengungsi).



c. SriLanka

Kondisi politik dan sendi kehidupan yang disebabkan adanya perang
terbuka yang tidak kunjung menunjukkan akhir, antara kelompok militan
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) yang melakukan pemberontakan
terhadap pemerintah Sri Lanka telah mendorong penduduk Sri Lanka untuk
meninggalkan negaranya dan melakukan migrasi ke negara-negara yang
dipandang mampu memberikan rasa aman.

Perang yang telah terjadi dari tahun 1983-2009, dilatarbelakangi adanya
bentuk diskriminasi terhadap etnis Tamil di Sri Lanka yang telah berlangsung
sejak era kolonial. Diskriminasi antara kelompok Tamil dan Sinhala (etnis asli
Sri Lanka) menimbulkan gesekan-gesekan sosial dan politik diantara kedua
etnis tersebut.

Pasca kemerdekaan Ceylon (nama Sri Lanka pada perjanjian kolonial
Inggris) pada tahun 1948, bentuk diskriminasi terhadap etnis Tamil kembali
terulang. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya kebijakan Akta
Kewarganegaraan Ceylon oleh parlemen Sri Lanka yang menyebabkan etnis
Tamil tidak mendapatkan status kewarganegaraan (stateless). Pendeportasian
etnis Tamil ke India berlangsung selama kurang lebih tiga dekade. Pada tahun
1956, Sinhala ditetapkan sebagai bahasa nasional di Sri Lanka. Kebijakan baru
ini menambah daftar diskriminasi yang dilakukan pemerintah Sri Lanka
terhadap etnis Tamil yang kemudia mendorong lahirnya gerakan separatis

LTTE.



Pada tahun 1983, penyerangan yang dilakukan oleh LTTE telah
menjatuhkan korban jiwa. Penyerangan oleh gerakan separatis LTTE
memunculkan lahirnya aksi anti-Tamil di Sri Lanka. Konflik yang
berlangsung lebih dari 25 tahun, memberikan pengaruh atas kondisi internal
Sri Lanka yang meliputi kehidupan politik, ekonomi, serta kehidupan
bermasyarakat di Sri Lanka. Perang yang tidak kunjung menunjukkan akhir
ini diperkirakan telah memakan banyak korban jiwa dari warga etnis Tamil,
Sinhala dan Muslim.

Perang yang menimbulkan banyak kerusakan serta kehancuran dalam
kehidupan politik, ekonomi, dan lingkungan di Sri Lanka telah menyebabkan
kehidupan masyarakat Sri Lanka dalam kondisi memprihatinkan. Penindasan,
kesengsaraan, kondisi perekonomian negara yang tidak stabil menjadi faktor
utama migrasi ilegal yang dilakukan oleh penduduk Sri Lanka guna mencari
perlindungan.

Myanmar (Rohingya)

Sejak berakhirnya perang dingin, ancaman terbesar dalam system politik
internasional berupa konflik-konflik kecil intra-state yang didasarkan pada
entitas. Dan kini, ancaman-ancaman bagi dunia bukan lagi berasal dari perang
besar, tetapi sumber ancaman kini berasal pada aktor-aktor non-state.

Di era globalisasi ancaman-ancaman keamanan bukan lagi berasal dari
perang antar negara/perang militer, melainkan ancaman tersebut dating dari
intra-state seperti munculnya separatism, terorisme, konflik etnik dan

pemberontakan.



(Kompasiana, 2013) menyebutkan bahwa yang menyebabkan terjadinya
konflik antar etnik/suku dikarenakan terjadinya hubungan yang tidak
harmonis antara kelompok identitas, suku, agama dan kelompok tertentu.
Kedua, pemerintah telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar
kemanusiaan sehingga terjadi proses pemiskinan secara sistematis. Ketiga
sistem pemerintah yang otoriter dan mengabaikan aspirasi dari akar rumput
(grass root). Sehingga menyebabkan kekecewaan serta ketidakpuasaan akan
pemerintah. Serta kebijakan pemerintah yang lebih pro asing daripada
memihak kepentingan rakyat.

(Horowitz, 1985) berpendapat bahwa konflik etnik bisa terjadi disebabkan
oleh Rezim yang otoriter dan memihak pada satu etnik saja, jumlah minoritas
etnik dan jJumlah mayoritas etnik yang tidak diimbangi dengan keadilan dalam
berpendapat. Maka hal tersebut akan dapat memicu munculnya konflik etnis,
militer lebih memihak pada satu kelompok etnis saja, adanya ketegangan-
ketegangan antara kedua belah pihak yang tidak dapat diselesaikan melalui
diplomasi. Ini semua akan memunculkan konflik etnik, dari yang skala kecil
menjadi skala besar. Bahkan jika konflik tersebut banyak memakan korban
dan menjadi perhatian dunia, konflik tersebut masuk kedalam isu global yang
mengancam negara dan dunia saat ini.

Berdasarkan uraian diatas, salah satu konflik etnis yang tengah terjadi di
dunia internasional dan menjadi salah satu isu global yang mengancam negara

dan dunia saat ini adalah konflik etnik Rohingya dan Rakhine di Myanmar.



Konflik etnis antar penduduk Myanmar yang mayoritas beragama Budha,
dan etnis minoritas Rohingya yang tidak kunjung terselesaikan, telah
menyebabkan ribuan penduduk Rohingya terpaksa melarikan diri dari
negaranya guna menyelamatkan diri.

Konflik yang dipicu oleh adanya tragedi pemerkosaan seorang wanita
Rakhine Budha oleh tiga orang laki-laki Rohingya, yang berakibat dengan aksi
balas dendam masyarakat Rakhine yang menyeret sepuluh muslim Rohingya
dari bus dan dipukuli sampai tewas. Tewasnya sepuluh muslim Rohingya,
kemudian kembali dibalas oleh minoritas Rohingya yang menyerang beberapa
orang Rakhine, melakukan penjarahan bahkan pencurian (Al-Jazeera, 2017).

Aksi saling balas dendam dan menyalahkan satu sama lain antar Rakhine
dan Rohingya yang tak kunjung usai, semakin memperburuk situasi konflik di
Myanmar. Situasi buruk ini ditandai ketika pemerintah Myanmar mulai
memberlakukan jam malam hanya bagi penduduk Rohingya, yang dipaksa
untuk tidak keluar dari rumah. Sementara masyarakat Rakhine bersikeras
untuk melakukan pembalasan hingga mengupayakan untuk menyingkirkan
Rohingya dari Myanmar.

Pernyataan Presiden Thein Sein yang mengatakan bahwa Myanmar
dibawah kepemimpinannya tidak mengakui Rohingya sebagai bagian dari
negaranya. Thein Sein menawarkan permasalahan Rohingya yang dianggap
sebagai imigran ilegal di negaranya untuk ditangani oleh PBB, telah
menunjukkan bahwa minoritas Rohingya telah mendapatkan diskriminasi dan

persekusi dari negaranya sendiri (stateless) (Hossain, 2016)



Ketidakjelasan ~ nasib ~ Rohingya, dimana  hak-hak  sipilnya
(kewarganegaraan, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain) tidak
mendapatkan pengakuan dari pemerintah Myanmar. Kekerasan, pelanggaran
HAM, serta pembantaian yang dilakukan oleh Rakhine Myanmar atas
minoritas Rohingya yang juga didukung oleh pemerintah Myanmar, telah
mendorong ratusan Rohingya pergi meninggalkan negaranya menuju negara-
negara lain melalui jalur laut, termasuk Indonesia serta negara anggota
ASEAN yang lain guna mencari perlindungan. (Jatmika, 2010)

Menurut Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, hingga 2015 tercatat
jumlah pengungsi Rohingya yang masuk secara ilegal ke Indonesia sebanyak
11.941 orang yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia (Kompasiana,

2013)



